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PROLEGOMENA: MULTIPUNGUTAN DAN PROBLEMATIKANYA
Pajak penghasilan bukan satu-satunya kewajiban bagi individu, ia harus bersaing dengan
kewajiban keagamaan, yaitu zakat maal. Ketika dalam suatu negara mendiferensiasi pajak dan zakat,
maka timbul dualitas kewajiban dalam harta seorang Muslim. Sebagai pemegang amanah atas harta,
individu patut tunduk untuk membelanjakan harta sesuai kehendak sang pemilik mutlak harta (Allah)
“agar harta itu jangan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja di antara kamu” (QS. Al-
Hasyr 59:7). Ini berarti Islam menghendaki konsep tentang harta senantiasa dikaitkan dengan fungsi
sosial harta tersebut (Farkhani, 2008). Dalam konteks ini, zakat berkepentingan menyentuh hajat hidup
orang banyak (Mas’udi, 2005: 12) sebagai representasi komitmen dan manifestasi kesalehan sosial,
sesuai sabda Rasulullah saw “di mana tidaklah beriman (sempurna) seseorang sehingga ia mencintai
saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri3”. Merujuk pada kalimat terakhir kiranya dapat dipahami
adanya penyemaian “rasa cinta” sebagai pijakan filosofis dalam menunaikan zakat.
Penanaman basis “rasa cinta” pada zakat tentu saja bukan hal yang kebetulan. Zakat melekatkan
dirinya sebagai investasi “psikis dan spiritual” bagi wajib zakat (muzakki). Sebagaimana layaknya
sebuah investasi, tentu mengandaikan adanya manfaat (hak) yang juga bersifat psikis yakni kebahagiaan
dan nikmatnya iman, yang datang untuk membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya terang
benderang4 (Qardlawiy, 2001). Rasa bahagia dan iman adalah realitas batin, sama halnya dengan
dengan cinta dan kasih sayang, ia menghuni di kedalaman, tidak sekedar bertengger di permukaan
hingga mudah ditiup angin.
Sayangnya, sejak runtuhnya kekhalifahan Islam dan kemunculan sistem nation state, sistem
pranata zakat diganti dengan model pungutan baru, yaitu pranata pajak. Menurut rekam jejak Christian
Snouck Hurgronje (1857-1936) sejak 28 Februari 1905, Belanda membuat pedoman pemisahan urusan
pemerintahan dan agama dengan mengeluarkan kebijakan tentang zakat berupa bijblad 6200, yang
melarang semua jajaran pemerintahan dan priyayi pribumi (mulai dari kepala desa sampai bupati serta
raja) ikut serta dalam pelaksanaan zakat (Buletin Mulia, 2012: 11). Akibatnya, peran zakat tenggelam
dan pranata pajak mengalami penguatan. Perkembangan berikutnya hingga hari ini, terdapat pemisahan
pengelolaan pajak dan zakat atau terdapat dikotomi praktik zakat dan pajak (Siddiqi, 1982) di mana
pajak dikelola oleh pemerintah, sedangkan pengelolaan zakat diserahkan pada masyarakat.
Konsep pemisahan ini, tak lain merupakan manifestasi prinsip sekuler yang memisahkan agama
dan negara, menceraikan pajak dan zakat. Agama terhalang memasuki ranah publik, karena domain
agama adalah hal-hal privat yang menyangkut hubungan manusia dan Tuhan. Artinya, zakat
diperlakukan laksana “wanita simpanan” cukup mendapat pengakuan dalam hati, namun karena ia
bukan kepentingan negara maka tidak berhak mendapat “label” pengakuan resmi oleh negara. Model
3 HR. Bukhari dan Muslim, Shahih Muslim No.64
4 Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di
dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan
dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di
sebelah barat (nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis),
Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki (QS. An-Nur 24: 35).
diferensiasi ini telah diwariskan dan berlangsung selama ratusan tahun, masing-masing berjalan sendiri-
sendiri tanpa perlu bertegur sapa.
Di tangan pajaklah pendapatan negara bergantung. Itu sebabnya mengapa pemerintah berupaya
untuk meningkatkan kepatuhan demi menaikkan pendapatan yang berasal dari pajak. Bahkan, target
penerimaan pajak tahun 2012 dicanangkan pada rentang 1.032,57 triliun rupiah (Rachmany, 2012).
Sebuah angka yang secara kuantitas, nilai, dan historis sangat fantastis, menembus angka ribuan triliun
(Sinaga, 2012), menembus kuadrilliun dalam sistem bilangan. Situasi ini menggambarkan optimisme
pemungut pajak untuk mencapai target. Kondisi ini tidak sejalan dengan melihat sisi yang dipungut
(wajib pajak), di mana tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, bahkan lebih sering
mengarah pada ketidakpatuhan. Hal ini terbukti dengan nilai tax ratio Indonesia hingga tahun 2011,
dalam Nota Keuangan ada di kisaran 12% dan dinyatakan sebagai negara dengan tax ratio paling rendah
diantara negara ASEAN. Padahal, tax ratio negara-negara ASEAN lainnya di atas 15%. Rendahnya tax
ratio Indonesia menunjukkan rendahnya kepatuhan pajak Indonesia (Mustikasari, 2007).
Fenomena rendahnya tingkat kepatuhan di Indonesia diperkuat dengan banyaknya riset yang
berupaya mengeksplor variabel yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Mustikasari, 2007; Uppal,
2005; Asnawi, 2009; dan Hidayat & Nugroho, 2004). Beberapa penelitian kesadaran dan kepatuhan
pajak ini pada umumnya menyepakati bahwa kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah.
Sinyalemen yang sama disampaikan oleh Menteri Keuangan, Agus Martowardojo (Berita Pajak Online,
2012), ”Di antara sekitar 110 juta orang pribadi yang telah bekerja dan memiliki penghasilan di
Indonesia, baru sekitar 20 juta yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan
data tersebut, di satu pihak adalah potensi yang harus dimaksimalkan oleh DJP untuk senantiasa
meningkatkan penerimaan sektor perpajakan, sedangkan di sisi lain adalah sebuah tugas berat bagi
DJP untuk terus mengkampanyekan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak”.
Keterangan tersebut, sebenarnya mencerminkan pengakuan sulitnya menginjeksi kesadaran
pajak. Padahal pajak sendiri bukan “narasi” baru bagi manusia modern, bahkan telah dikenalkan dan
hadir sejak era Belanda. Secara normatif konsep pajak harusnya telah mengendap dalam lapisan
kesadaran manusia, mudah diakses dan dipanggil kembali ke permukaan. Kenyataan kegagalan
mengakses data tersebut dengan demikian bukan disebabkan oleh ketiadaan input data dalam faktisitas
kesadaran, melainkan karena kegagalan dalam mengendapkan data itu sendiri.
Fenomena ketidakpatuhan pajak ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi
hampir di setiap negara (Hai dan See, 2011), bahkan problem pajak itu telah ada setua umur konsep
pajak itu sendiri. Beberapa penelitian merepresentasi loyalitas yang rendah terhadap pemerintah
(negara). Alfonso (1998) membuktikan bahwa imigran meksiko memilih menghindari pajak demi
memilih untuk bersikap lebih loyal terhadap keluarganya. Jika dibandingkan antara kepatuhan pajak
badan dan individual, fenomena ketidakpatuhan pajak individual mendominasi ketidakpatuhan pajak
badan (Kasipillai, 1996). Hal ini wajar saja mengingat jumlah wajib pajak orang pribadi lebih banyak
jika dibandingkan dengan wajib pajak badan.
Semakin intensifnya kajian ketidakpatuhan pajak menandai bahwa ketidakpatuhan pajak
merupakan masalah serius (Jackson dan Jones, 1985; Worsham, 1996) dan kompleks (Hai dan See,
2011). Mengapa terjadi ketidakpatuhan pajak? Young (1994) misalnya telah mencatat setidaknya 64
faktor yang direlasikan dengan ketidakpatuhan pajak. Umumnya ketidakpatuhan pajak dilakukan
dengan memanfaatkan celah undang-undang pajak atau keterlambatan dalam pembayaran dan
pelaporan pajak serta membuat understatement atas pendapatan dan overstatement atas biaya (Singh,
2003). Alasan rasional lainnya adalah sistem self-assessment turut menciptakan peluang perilaku tidak
patuh (Darmayanti, 2004).
Secara kasat mata konsep pajak sendiri telah memposisikan dirinya sebagai beban dalam
akuntansi. Implikasinya ia tidak memiliki “ruang kesadaran” dalam diri wajib pajak. Tidak meruangnya
kesadaran menjadi titik referensi ketidakhadiran kepatuhan yang diinginkan. Selain itu, pajak sendiri
cenderung “menyifati” dirinya sebagai paksaan sebagaimana diurai Brotodiharjo (1991, 2), “Pajak
adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak menurut
peraturan perundang-undangan …..” Beberapa kata kunci dari definisi ini dapat dijadikan pijakan
analisis kepatuhan pajak. Definisi pajak telah cukup jelas menyematkan unsur “bersifat memaksa”.
Artinya, kepedulian wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi ‘pajak’ tidak
ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa” demikian Susanto (2012) menguatkan.
Problem Pada Gugus Ontologi
Berbicara mengenai kesadaran, kita secara spontan digiring memasuki gerbang kerajaan filsafat
kesadaran Rene Descartes (1596-1650) dengan “dualisme cartesius” nya (O’Donnel, 2009, 32).
Berangkat dari tesis pembagian jiwa-badan atau spiritual-fisik inilah, Descartes meletakkan dasar bagi
metode ilmiah modern. Descartes dan kaum idealis berusaha membidik dan mengintai realitas dengan
menariknya ke medan rasio (pemikiran) dan subyek yang berpikir. Konsep ini ditengarai menjadi cikal
bakal idealisme dengan falsafah “Cogito ergo sum” aku berpikir, jadi aku ada. Paham ini membedakan
secara tegas antara subyek (pikiran) dan dunia (obyek), di mana subyek memandang obyek dari sebuah
jarak tertentu. Implikasi dari pandangan seperti ini jelas hanya dapat mengakui realitas jika ia konkrit
secara fisik dan kasat mata. Ketika physical realism hanya mampu mengindera realitas fisik, sama
artinya pandangan ini sedang mendeklarasi keterbatasan pikiran dalam melihat seluruh realitas, tidak
saja gagap memahami yang abstrak, namun juga gagal dalam menangkap seluruh yang real.
Mudah sekali dipahami mengapa kaum idealis tidak memberi ruang bagi iman. Cogito ergo
sum terlanjur merentang jarak tegas antara subyek (pikiran) dan dunia (Ma’ruf, 2012). Menurut paham
ini, eksistensi Allah hanya dapat diakui jika Allah sendiri rela dimaknai sebagai sesuatu Dzat yang dapat
terjamah pikiran. Ketika aku tidak berpikir, maka Allah tidak pernah ada, begitupun iman.
Problem Pada Gugus Epistemologi
Pada lapisan epistemologi, yang berhubungan dengan sifat ilmu pengetahuan, penerapan
metode Cartesian dalam ilmu akuntansi dan juga pajak merupakan upaya ilmu akuntansi dan pajak
menjadi ilmu yang bebas nilai sehingga akan berlaku hukum universal sebagaimana halnya ilmu alam.
Antara subyek dan obyek direntang sebuah jarak demi menghasilkan ilmu pengetahuan yang obyektif-
ilmiah. Dengan cara pandang ini, zakat, pajak, dan akuntansi direduksi sebagai struktur yang bekerja di
bawah hukum tarik menarik. Sebagai akibatnya, akuntansi dan pajak dipolakan sebagai deret matematis
sesuai model hukum sebab akibat dengan serangkaian variabel yang ditetapkan secara rigid. Penekanan
bentuk-bentuk matematis dalam ilmu akuntansi dan pajak mengidentikkan pajak sarat dengan hitungan
matematis. Penguasaan alat matematis seringkali menjebak kita untuk fokus dan berbangga diri pada
alat tersebut hingga menghilangkan relevansi akuntansi dan pajak sebagai ilmu sosial.
Selanjutnya, filsuf Austria Sigmund Freud (1865-1939) berupaya mendekap realitas “cetak
biru” dengan mengusulkan ide tentang bawah sadar, lapisan dalam jiwa, di bawah pemikiran yang
disadari (O’Donnel, 2009, 66). Seorang murid Freud, Carl Gustav Jung (1875-1961) mengembangkan
ide bawah sadar kolektif: bawah sadar manusia bukan hanya keranjang sampah yang liar, immoral
seperti id Freud, tatapi lumbung yang menyimpan banyak kekuatan, simbol, dan kearifan kuno
(O’Donnel, 2009, 66). Jung melihat bawah sadar sebagai kekuatan yang secara umum bersifat positif,
yang bekerja demi harmoni individu-individu dalam bawah sadar yang lebih dari sekedar kegelapan.
Ketika barisan filsuf (aliran kultus pikiran/rasio) mencoba mentera realitas batin dengan gugus
teori bawah sadar, Islam menawarkan petunjuk dengan jalan Iman. Sangat mudah dipahami mengapa
sebagian filsuf mereferen area ini sebagai isu kegelapan dalam ruang bawah sadar, yang berkenaan
dengan libido, hasrat, kehendak berkuasa dan hal-hal lainnya yang berkonotasi menyeramkan dan
menakutkan. Padahal dengan menggunakan pelita iman justru mampu mengeluarkan manusia dari
kegelapan menuju cahaya terang benderang. Hal ini dikarenakan para filsuf tersebut tidak berangkat
dari syariat, namun berangkat dari filsafat (keragu-raguan).
Akuntansi dalam kaitannya dengan pajak dan zakat, berperan sebagai basis penghitungan untuk
mempertanggungjawabkan besaran nilai hak orang lain yang melekat pada harta. Dengan kata lain,
kewajiban berakutansi mendahului atau sebagai starting point pelaksanaan kewajiban pajak dan zakat.
Jika akuntansi telah mencatat dengan benar, maka harusnya pertanggungjawabannya juga benar
sehingga secara normatif, harusnya sudah tidak ditemui fenomena ketidakpatuhan. Sebaliknya, ketika
muncul fenomena ketidakpatuhan, akuntansi dianggap sebagai salah satu pihak yang bertanggung
jawab memprakarsai perilaku ketidakpatuhan tersebut.
Anggapan yang demikian muncul dari beberapa penelitian yang memberi isyarat bahwa
akuntansi memiliki kekuatan (secara resiprokal) membentuk karakter dan perilaku (Ibn Khaldun dalam
mukadimah) (Thoha, 2011), mencipta nilai serta berkontribusi membentuk orde sosial. Akuntansi dalam
kontribusinya membentuk ketaatan (kepatuhan) dilakukan oleh Ezzamel (2009), dengan mengeksplor
pelaksanaan ritual di Mesir kuno (1552-1080 SM) pada era New Kingdom. Pada era ini, akuntansi tidak
saja memiliki power membentuk tatanan masyarakat (ketaatan sosial), tapi juga berkaitan erat dengan
pembentukan tatanan langit (ketaatan pada Tuhan). Dengan demikian, akuntansi di zaman ini
mengakomodasi ketaatan secara holistik, yaitu ketaatan terhadap otoritas pemerintah (pharaoh),
ketaatan sosial, dan ketaatan beragama sekaligus.
Dengan nada yang sama, Cleverly (1973), Gambling (1977), Jacobs dan Walker (2004), dan
Espa et. al (2011) menggambarkan peran akuntansi tidak semata-mata mereferen akuntabilitas sosial,
namun juga merepresentasi akuntabilitas individu beragama. Kita menangkap isyarat bahwa akuntansi
berperan membentuk perilaku (taat-ingkar, baik-buruk) sesuai dengan nilai-nilai yang dibawanya.
Akuntansi yang dimuati nilai-nilai agama membentuk perilaku ketaatan beragama. Produk akuntansi
kapitalis misalnya terbukti berperan mencetak perilaku individualis. Demikian pula dengan produk
akuntansi sekuler dan ateis tentu melahirkan pola pikir sekuler dan ateis. Dengan potensi sebagai
mahluk relasional, perilaku ketundukan (kepatuhan) tersebut pada gilirannya akan ditularkan pada
anggota keluarga, pada orang lain, dan pada masyarakat sehingga berpotensi membentuk budaya
masyarakat dan mengubah wajah peradaban menjadi peradaban yang saleh.
Islam juga memberi perhatian besar terhadap kegiatan akuntansi (dalam makna pencatatan dan
pertanggungjawaban) sebagaimana tertuang dalam QS. al-Baqarah 2: 2825. Secara normatif, ayat
tersebut memuat beberapa nilai dan prinsip umum berkenaan dengan harta (kegiatan muamalah), dalam
konteks akuntansi. Pertama, ayat tersebut jelas memuat prinsip kewajiban akuntabilitas atau
pertanggungjawaban. Prinsip ini mengingatkan manusia bahwa seluruh harta dan seluruh faktor
ekonomi adalah milik Allah dan kepada-Nya dikembalikan segala urusan6, sedang manusia hanya
pemegang amanah atas harta, yang dengannya ia memiliki kewajiban untuk mempertanggung
jawabkanaspek pembelanjaannya. Kedua, agar dapat dipertanggungjawabkan dengan benar (adil), tak
ada cara lain kecuali dengan mencatat (menuliskan, mengakuntansikan) secara jujur dan tidak memihak.
Jika dicermati, perintah berakuntansi menurut pengabaran Qur’an tersebut juga jatuh pada
tataran individu, tidak langsung ditujukan pada basis organisasi atau negara. Bryer (2011) bersepakat
bahwa akuntansi tidak membebankan aktivitas yang terbatas pada basis organisasi, namun bagi praktik
individual, maka akuntansi harusnya bukan hak milik mutlak aktivitas perusahaan. Francis (1990)
menganggap aspek individu (mikro) sebagai aspek yang krusial, sebagai agen moral dalam wacana
etika dan praktik akuntansi. Akuntansi pada awalnya merepresentasi kegiatan pencatatan (record
keeping), kini banyak dimaknai sebagai penyediaan laporan keuangan sehingga pemahaman yang
mendudukkan akuntansi seolah hanya domain tunggal aktivitas perusahaan (organisasi) jelas keliru dan
perlu diluruskan kembali. Abdel-Khalik dan Ajinkya (1979, 12) turut memberi penegasan bahwa
aktivitas akuntansi tidak hanya berafiliasi pada pelaporan (reporting), namun juga dapat dimaknai pada
5 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis-kannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya.
Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah
walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu.
6 QS. Ali Imran 3: 109
salah satu aktivitas sebagai berikut, yaitu pengukuran, unit-unit pengukuran, apa yang diukur,
pencatatan, pelaporan, apa yang dilaporkan, untuk siapa laporan tersebut, berapa banyak frekuensi
pelaporannya, dan media apa yang digunakan untuk melaporkan. Dengan cara ini, makna akuntansi
tidak terbatas pada definisi yang telah diberikan oleh American Accounting Association (1966) saja,
namun dimungkinkan penerapannya pada aktivitas yang berkaitan dengan pencatatan dan
pertanggungjawaban. Dengan demikian sah-sah saja mendefinisi akuntansi sebagai “aktivitas meramu
informasi sebagai bentuk ketaatan untuk mempertanggungjawaban hak dan kewajiban yang
melekat pada setiap sumber daya yang diamanahkan pada manusia (per individu).”
Bukti empiris merangkum bahwa pranata pajak terkena wabah ketidakpatuhan. Hal ini
mengandaikan ada motivasi kuat yang belum terungkap mengapa umumnya masyarakat tidak taat pajak
sehingga berperan mencipta orde dan peradaban yang tidak saleh. Sedangkan pranata zakat bukan
pranata pungutan yang secara resmi digunakan pemerintah sehingga jauh dari jangkauan akademisi.
Masalah ini menarik minat peneliti untuk menera bagaimana tingkatan (marhalah) kesadaran dan
ketaatan tokoh Wahabi dalam berakuntansi, berpajak, dan berzakat? Riset ini bermaksud menera
kesadaran dan ketaatan berakuntansi dan “dualitas” zakat maal dan pajak penghasilan pada tokoh
Wahabi. Pemetaan ini didahului dengan penelusuruan tingkat (marhalah) kesadaran dan kepatuhan
berakuntansi. Kesadaran dan kepatuhan tidak dapat ditera atau dihayati hanya dengan pendekatan
obyektif (Purwanto, 2007, 24) namun menyaratkan kemampuan intuitif. Pengetahuan intuitif
eksperiensial merupakan ilmu yang hidup (Triyuwono, 2009), walaupun terkadang sulit untuk
dijelaskan, ditulis, apalagi dipublikasi. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi membangun
konsep akuntansi kesalehan sosial. Penelitian ini berupaya meneera kesadaran dan ketaatan wajib pajak
dan wajib zakat secara langsung dengan melarutkan jarak antara peneliti dan obyek yang diteliti. Selain
itu, riset ini mengungkap ketaatan berpajak dan berzakat dalam frame religiusitas. Ketiga, hasil tera
ketaatan ini diharapkan memberi gambaran pada pengambil kebijakan tentang sistem pranata pungutan
yang dapat membentuk kesalehan publik/sosial.
LANDASAN TEORETIS
Status Filosofi Kesadaran
Istilah kesadaran dipakai dalam arti yang begitu beragam sehingga menimbulkan keputusasaan
untuk dapat dipakai secara tepat. Kesadaran seringkali diasosiasikan pada pada istilah awareness,
consciousness bahkan tak jarang dipararelkan dengan mind, itu sebabnya penggunaan term antara mind
dan consciousness seringkali tidak dibedakan secara rigid. Sifat ambigu ini lantas menyudutkan term
kesadaran untuk dipahami secara subyektif dengan melacaknya berdasarkan asal kata. Kesadaran yang
mengacu pada kata consciousness, memiliki akar kata conscious dari kata cons-scio yang artinya ‘aku
tahu (sesuatu)’, yang berarti memperhatikan sesuatu dengan bantuan tanda (Audifax, 2002, 37). Berger
(1966, xix) meletakkan kesadaran lebih berurusan dengan subyek yang sedang mengetahui dirinya
sendiri. Kita mendapatkan wawasan bahwa kesadaran menunjuk pada kata kunci potensi “tahu” sesuatu
dan pengetahuan dasar. Gagasan ini lantas menelurkan pemahaman bahwa kesadaran berkaitan dengan
sebuah potensi manusiawi, yakni persepsi yang kemudian tersimpan sebagai stock of knowledge,
bersifat khas, dimensional, dan individual, yang berproses secara terus menerus. Proses tersebut nyaris
dapat diprediksi bukan sekedar proses akal, melainkan juga proses mental dan spiritual.
Kita tahu bahwa potensi tahu dan pengetahuan manusia tidaklah statis, tapi berkembang terus,
sejalan dengan kematangan pengalamannya. Oleh karenanya, Feldman (1990) memetaforakan
kesadaran dengan nyala api, spotlight, sungai yang mengalir, tegasnya adalah alur pikiran, ada pula
yang menganalogikan kesadaran sebagai putaran aliran syaraf informasi (Fromm, 2001). Ide yang sama
disampaikan oleh Fichte (1782-1814), pengikut Kant, dengan pokok pikiran idealis subyektifnya
mendasarkan asumsi bahwa kesadaran individu merupakan suatu entitas kreatif yang berkelanjutan
yang menghasilkan arus ide, konsep, dan perspektif yang terus berlanjut, yang mana melaluinya dunia
luar pikiran diciptakan (Burrell dan Morgan, 1979, 279). Shutz, tokoh fenomenologi mengenalkan
konsep dimensi temporal yang mendasari adanya refleksifitas melalui pernyataan bahwa kesadaran
adalah aliran tanpa henti dari pengalaman yang mungkin tak bermakna, dan untuk memberi makna,
diperlukan refleksifitas dari pengalaman masa lalu yang tergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh
tiap-tiap individu (Burrell dan Morgan, 1979, 244). Pemakaian kata aliran, alur, sungai mencerminkan
bahwa kesadaran merupakan proses dan bukan benda. Setelah kita menerima bahwa kesadaran selalu
berproses, senantiasa berubah, berinteraksi secara internal, lantas terefleksi dalam bentuk
tindakan/perilaku.
Sekulerisasi Dan Trivialisasi Kesadaran
Dualisme konsep kesadaran seringkali dialamatkan pada Rene Descartes (1596-1650), filsuf
yang bertanggung jawab mengusung problem kesadaran ke altar perdebatan filosofis. Dengan tesis
dualisme cartesius, Descartes mengangkat problem mind dan body sebagai dua substansi yang tidak
saja terpisah tapi juga independen satu sama lain. Namun menurutnya, titik paling pasti, benar, dan tetap
adalah batin kita, kesadaran (O’Donnel, 2009, 32).
Banyak serangan ditujukan pada substansi dualisme Cartesian. Damasio (1994, 250) misalnya,
membeberkan kesalahan Descartes terletak pada dilepasnya tindakan kesadaran dari struktur dan
tindakan organisme biologis sehingga membentuk kesadaran tertutup. Pada strata inilah gagasan
tersebut diklaim sebagai rasionalisme. Paham Cartesian terlanjur mereduksi kesadaran hanya untuk
pikiran. Descartes melegitimasi akal (pikiran) sebagai senjata yang paling layak dalam proses tersebut.
Alhasil, Descartes hanya menggagas kesadaran tingkat pikiran, di mana dimensi material (rasio)
diletakkan di garda paling depan, penguasa mutlak dalam kompleksitas struktur kemanusiaan.
Meletakkan akal sebagai yang paling primer dalam struktur diri (kesadaran), berimplikasi pada
konsumsi energi. Pikiran mempunyai porsi seperlima bagian dari seluruh dimensi tubuh, tetapi diijinkan
menyedot hampir keseluruhan energi, berarti diri terlalu mahal mendanai pikiran, karena seluruh energi
tubuh tergadai untuk pikiran (Fidiana, 2011). Selanjutnya, diri dengan tingkat kesadaran pengetahuan
berbasis pikiran, hanya mampu mengindera dan merefleksi pengetahuan yang profan, kasat mata, atau
cenderung pada pengetahuan sains (pengetahuan ilmiah), kemudian mentransformasi pengetahuan
tersebut menjadi tindakan (amal) yang sangat rasional.
Perdebatan sekulerisasi kesadaran ini dapat dilacak hingga ke era Plato yang memandang
manusia terdiri dari dua hakikat terpisah, jiwa dan tubuh. Tubuh adalah bentuk yang memenjarakan
jiwa dan memandang dunia ide sebagai dunia yang abadi (Mujahid, 2011, 66). Berposisi kontraris,
Aristoteles meyakini satunya tubuh (body) dan jiwa (soul) (Mujahid, 2011, 71). Isu ini secara filosofis
tidak dapat diputuskan hingga ke era postmodern. Lacan melihat kesadaran adalah misteri akhir hasil
studi neurologi, yang dapat ditelusuri sampai ke tiap bagian otak tapi merupakan fungsi dari seluruh
organisme (O’Donnel, 2009, 82). Kaum postmodernis beranggapan bahwa jiwa sebagai hasil
sampingan dari otak, di sisi lain juga sebagai esensi yang misterius, yang memuat tentang iman; iman
sebagai pengharapan dan bukan sebagai pengetahuan pasti (O’Donnel, 2009, 83).
Kesadaran Dan Tindakan (Amal)
Anggapan begitu pentingnya kesadaran, Purwanto (2007, 164) mengklasifikasi tiga potensi
manusia dalam mengetahui, yaitu manusia dapat mengetahui siapa dirinya, manusia dapat salah
mengetahui siapa dirinya7, dan manusia tidak dapat mengetahui siapa dirinya8 sama sekali ketika
dihadapkan pada hal-hal ghaib menyangkut berapa umurnya dan keadaannya di hari berbangkit9,
bahkan keadaan hari ini pun masih berbentuk rahasia. Dengan demikian, manusia dikaruniai potensi
untuk tahu (walaupun sedikit) dan tidak tahu sekaligus dalam satu paket.
Jika seluruh potensi tersebut tertampung dalam diri manusia, berarti kita dapat
memanfaatkannya dengan mensinergi seluruh potensi tersebut untuk menera realitas kesadaran dan
kepatuhan, tentu saja dalam koridor iman, sebuah realitas batin yang terukur sekaligus tak terukur. Jika
menggunakan takaran kuantitatif, iman lebih kecil dari atom yang hampir tak terlihat (Khalid, 2011,
27), tetapi mengandung kekuatan yang amat dahsyat, seperti oksigen, senantiasa terhirup tanpa pernah
membayarnya. Baru ketika terserang sesak napas, kita kemudian menyadari bahwa sesuatu yang terlihat
biasa dan murah adalah rahasia kehidupan dan kehidupan itu sendiri.
Pada tahap berikutnya, kita lantas memahami bahwa kesadaran memacu lahirnya tindakan
(perilaku/amal) serupa dengan muatan kesadaran tersebut, dengan kata lain kesadaran merupakan pola
dasar bentuk amal. Sebuah ilustrasi sederhana yaitu kisah bayi yang belum memiliki pengetahuan
tentang api, tentu tidak akan menghindar ketika api didekatkan ke tubuhnya10, baru setelah ia
7 sering salah memandang sesuatu itu baik padahal hakikatnya buruk
8 “Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah-membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka kenapa kamu bantah-membantah hal
yang tidak kamu ketahui, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui” (QS. Ali-Imran 3: 66).
9 … dan membangkitkan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui
10 Alkisah, ketika kanak-kanak, Musa pernah membuat Fir’aun murka. Pada saat itu, ketika dalamm pangkuan Fir’aun, si kecil Musa tiba-tiba
merenggut janggut Fir’aun dan menariknya sehingga Fir’aun berteriak kesakitan. Sambil menghempaskan Musa dari pangkuaanya, Fir’aun
berkata kepada istrinya: “Wahai istriku, rupanya anak inilah yang bakal menjatuhkan kerajaanku!” Siti Asiah menenangkan hati suaminya
seraya berkata: “Sabarlah, wahai suamiku, bukankah dia masih kanak-kanak, belum berakal dan belum mengetahui apa-apa?” Kemudian,
untuk memmbuktikan pendapat itu, Siti Asiah menyuruh si kecil Musa untuk memilih antara sepotong roti dan bara api yang kebetulan
berada di atas meja di hadapan mereka. Dengan Kehendak Allah SWT, si kecil Musa mengangkat tangannya, meraih bara api dan
mengetahui (menyadari) panasnya api, lantas ia menghindarinya. Maka amal (perbuatan) adalah cermin
pengetahuannya, yang jika pengetahuannya benar, akan menuntun pada amal yang benar. Dan amal
(perbuatan) manusia yang paling benar dan berharga adalah iman.
Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa ilmu yang benar, dimotori oleh iman, akan
menggerakkan manusia melakukan amal (perbuatan) yang benar dan bermakna. Dengan iman, ilmu
pengetahuan menjadi bermanfaat bagi kepentingan kemanusiaan, yang berarti tidak hanya berharga
secara individual. Di mana iman berperan memperbaiki hubungan-hubungan sosial seperti menghargai
hak, peraturan, dan pembatasan-pembatasan yang berlaku serta kepercayaan satu sama lain atas dasar
nilai-nilai spiritual, hal ini lantaran setiap individu memandang dirinya memiliki tanggung jawab dan
kewajiban pada masyarakatnya; memperlihatkan kebaikan dan ketulusan yang sama, baik dalam
kehidupan pribadi maupun masyarakat luas (Hasan, 1985: 129). Maka, ilmu dan iman akan saling
menggenapi untuk mewujudkan amal (perbuatan) saleh baik secara individual maupun sosial.
Gugus Konsep Kepatuhan Konvensional: Pseudo Kepatuhan
Tidak selalu mudah untuk mendiskusikan fenomena ketidakpatuhan, bahkan seringkali ambigu
dan subyektif. Inkonsistensi penggunaan term dan definisi kepatuhan mendorong pemahaman
kepatuhan melalui konsep perten-tangannya yakni ketidakpatuhan. Oleh karenanya, Vardi dan Weitz
(2004, 3) menyarankan mempelajari organizational misbehavior dalam rangka mendapat pemahaman
yang baik tentang organizational behavior. Robinson dan Greenberg (1998) mengidentifikasi delapan
istilah ketidakpatuhan, yaitu non-compliant behavior, organizational misbehavior (OMB), workplace
deviance, workplace aggression, organization motivated aggression, antisocial behavior, employee
vice, dan organizational retaliation behaviors (Vardi dan Weitz, 2004, 24). Maka, kebanyakan studi
kepatuhan umumnya juga memuat ketidakpatuhan.
Pada konteks akuntansi, salah satu bentuk ketidakpatuhan dilakukan dengan cara mengurangi
jumlah kewajiban pajak (Hyman, 1993), yaitu dengan memanipulasi laporan keuangan yang akan
digunakan untuk kepentingan pajak (Asnawi et. al, 2009). Karenanya studi kepatuhan sangat lazim
ditinjau dari perspektif ekonomi (eksternal) dan psikologis (internal). Pendekatan ekonomi dalam
menilai kepatuhan meletakkan rerangka manusia berperilaku secara rasional yang senantiasa membuat
keputusan berdasarkan evaluasi manfaat dan biaya. Konsep ekonomi ini banyak mengadaptasi teori
individu rasional (Hite, 1987). Teori individu rasional berasumsi bahwa individu memutuskan perilaku
tertentu mempertimbangkan utilitas (keuntungan) dan risiko (kerugian) sekaligus. Dengan asumsi
rasional tersebut, Allingham dan Sandmo (1972) mengembangkan teori kepatuhan yang menyatakan
bahwa keputusan individu untuk mematuhi atau menghindari pajak didasarkan pada pertimbangan
memasukkan ke dalam mulutnya. Maka menangislah Musa ketika bara api itu menyentuh dan membakar lidahnya. Siti Asiah segra
menolong anak angkatnya segera memeluknya kemudian meyakinkan suaminya akan kebenaran perkataannya. Dengan peristiwa itu,
hilanglah kemarahan Fir’aun terhadap Musa
rasional atas maksimisasi utilitas ekonomi dan risiko individu itu sendiri. Penggunaan asumsi ini terlihat
jelas pada model kepatuhan pajak,
D = D (I, t, p, f) …………….
Allingham dan Sandmo (1972) berpendapat bahwa individu yang memiliki endowment
pendapatan yang tetap, harus melaporkan pendapatannya untuk menentukan besarnya pajak (Mukhlis
dan Simanjuntak, 2011). Notasi D merupakan deklarasi pendapatan (I) yang bersedia dilaporkan pada
tingkat tarif pajak (t). Sedangkan pendapatan yang belum dihitung dan dilaporkan pajaknya,
kemungkinan berisiko diperiksa (diaudit) dengan probabilitas (p), diikuti dengan denda/sanksi sebesar
(f) yang harus dibayar untuk setiap pendapatan yang terutang pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan
pajak menurut konsep ini, maka otoritas pajak harus mengawasi pelaksanaan pajak melalui skema
sanksi dan hukuman.
Pendekatan psikologis untuk meninjau kepatuhan, banyak meminjam konsep hubungan
perilaku dan intensi yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen, yaitu teori perilaku beralasan (theory
of reasoned action) atau TRA (Ajzen, 1991).
Sumber: Azjen (1991)
Gambar 1: Theory of Planned Behavior Model
TRA sebetulnya mengembangkan konsep perilaku Lapiere (1934) yang mana ditemukan
inkonsistensi antara sikap dan perilaku. Selanjutnya, Ajzen (1991) mengembangkan konsep TRA
menjadi teori perilaku terencana (theory of planned behavior~TPB) 11 dengan menambah anteseden
intensi dikaitkan dengan kontrol individu, yaitu perceived behavioral control (PBC). TRA hanya
berlaku pada perilaku yang dapat dikendalikan individu, tetapi kurang memadai untuk menjelaskan
perilaku yang tidak sepenuhnya dapat dikontrol individu, karena ada faktor yang dapat menghambat
atau memfasilitasi realisasi intensi pada perilaku.
Pendekatan psikologi juga berasumsi bahwa manusia adalah mahluk rasional, dengan
memanfaatkan informasi yang mungkin tersedia, individu akan mempertimbangkan konsekuensi
11 TPB pertama kali diusung Icek Ajzen tahun 1985, dalam sebuah artikel berjudul From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior.
















tindakannya. Baik TRA maupun TPB dimulai dengan mengukur intense, yang merupakan kombinasi
sikap untuk berperilaku dan norma subjektif. Komponen yang pertama yakni sikap terhadap perilaku
adalah fungsi dari belief akan hasil atau akibat dari suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil perilaku
tertentu (belief strength and outcome evaluation). Aspek yang ke dua, yaitu norma subjektif merupakan
fungsi dari belief berkaitan dengan keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang
relevan (keluarga, teman, figur otoritas) yang memotivasi untuk mencapai harapan (normative belief
and motivation to comply). Jika orang lain yang relevan memandang positif perilaku tertentu dan
individu tersebut termotivasi untuk memenuhi harapan orang lain tersebut, disebut dengan norma
subyektif positif. Sedangkan PBC yang dibentuk dari control belief merupakan keyakinan tentang
keberadaan hal-hal yang mendukung (memfasilitasi) dan menghambat perilaku tersebut, baik berasal
dari dalam diri maupun dari lingkungan. Garis putus-putus pada model PBC mengindikasi bahwa PBC
akan berdampak pada perilaku jika hanya persepsi kontrol perilaku sesuai dengan aktualnya.
Sumber: Vardi dan Weitz, 2004, 36
Gambar 2: A Motivational OMB Model
Selanjutnya, Vardi dan Weitz (2004) mengadaptasi TRA untuk membangun model integratif
organizational misbehavior (OMB), di mana intensi berperilaku diasumsikan memediasi hubungan
antara berbagai anteseden dan ekspresi (manifestasi) OMB. Niat merupakan fungsi dari belief
kepentingan individual (aspek instrumental) dan belief dari harapan organisasi terinternalisasi (aspek
normatif). Vardi dan Weitz (2004) mengklasifikasi intensi dalam tiga kriteria (lihat gambar 2).
Klasifikasi pertama, yaitu tipe S, yang mana tujuan individu berperilaku tertentu untuk kepentingan diri
sendiri, sedangkan tipe O merefleksi intensi untuk memakmurkan organisasi, dan terakhir tipe D
merupakan motivasi intensi yang bersifat merusak aset organisasi.
Baik dari sudut pandang teori ekonomi dan teori psikologi, konsep perilaku kepatuhan tersebut



















frame entitas bisnis, yang mungkin tidak relevan untuk konteks di luar entitas bisnis. Pembatasan ini
didasarkan dengan memandang manusia sebagai mahluk ekonomi (homo economicus) yang tujuan
hidupnya berambisi pada penguasaan dan pemilikan sumber daya ekonomi. Prinsip ini membentuk
persepsi bahwa eksistensi manusia ditentukan oleh kesejahteraan secara materi. Kedua, konsep ini
dibangun di atas asumsi manusia sebagai mahluk rasional. Asumsi ini melimitasi pikiran manusia pada
sudut pertimbangan materi yang berkutat pada analisis biaya-manfaat, untung-rugi, maksimisasi utilitas
dan penghindaran risiko semata.
Ketika kehidupan hanya dibatasi dalam pengertian materi (fisik), selanjutnya akan membentuk
formasi kesadaran tingkat materi, lantas mengendap sebagai stock of knowledge yang didominasi
materi, dan dengannya pula keputusan berperilaku tertentu tidak terlepas dari motivasi materi.
Konsekuensi akhir dari keseluruhan pola ini adalah terciptanya realitas kehidupan yang materialistis.
Seluruh dimensi kehidupan tersudut ke arah dunia materi. Model-model kepatuhan juga dibuat untuk
memotret dan merefleksi kepatuhan tingkat materi (lahir). Demikian juga dalam menggali motivasi
berperilaku tertentu, mereka hanya mampu mengindera dengan menggunakan ukuran set motivasi
ekonomi. Hal ini terlihat nyata pada tipologi intensi yang dipetakan dalam skema utilitas (manfaat),
yaitu manfaat ekonomis untuk diri pribadi (tipe S-self), manfaat ekonomis untuk organisasi (tipe O-
organizational) serta motivasi perusakan aset perusahaan (tipe D-destruktif).
Hakikat kepatuhan menurut konsep ini adalah jika perilaku yang ditampilkan menguntungkan
bagi orang lain (dalam hal ini direduksi pada tingkat organisasi atau kelompok kerja). Sebaliknya,
sebuah perilaku dianggap buruk jika menimbulkan kerugian materialitas bagi orang lain. Kerugian di
sini dipersempit pada konteks munculnya biaya yang harus ditanggung akibat adanya perilaku
menyimpang (tidak patuh) yakni turunnya produktivitas dan biaya sosial dalam bentuk ketidakpuasan
kerja atau penderitaan fisik dan psikis.  Aspek mental (psikologi) dalam konsep ini ditranslasi sebagai
kebahagiaan atau kepuasan dan penderitaan dalam skala material. Maka manusia akan termotivasi
untuk berlaku tertentu jika diberi reward (material) atau jika diancam dengan sanksi material
(pemecatan) atau hukuman. Anggapan ini memandang manusia tidak lebih dari sekedar obyek fisik
(materi) yang merupakan sasaran angka dan hukuman.
Ketiga, norma subjektif atau nilai memainkan peranan penting dalam memahami OMB (Vardi
dan Weitz, 2004, 30). Sandaran nilai atau norma pada teori perilaku pada umumnya berbasis
kesepakatan sosial sehingga menggunakan istilah norma sosial (lihat Ajzen, 1991; LaPiere, 1934;
Travimow dan Vinlay, 2001; Vardi dan Weitz, 2004). Norma seperti itu merupakan sandaran yang
rapuh, karena sewaktu-waktu bisa berubah, sangat tergantung pada persepsi anggota (masyarakat) pada
saat itu. Norma seperti ini juga labil sesuai dengan sifat artifisialnya yang serba setengah jadi.
Implikasinya, batas benar salah sangat bersifat partikular dan parsial, diserahkan pada persepsi unit
kelompok sosial tertentu. Maka, bisa jadi sebuah perilaku dianggap baik dan benar asal disepakati
secara sosial (unit tertentu) pada saat itu, walaupun berdampak buruk bagi masyarakat sosial secara
luas. Nilai-nilai masyarakat pada konteks ini bukan saja merujuk pada konsep masyarakat secara luas,
melainkan dapat dipersempit pada tingkat instansi, divisi kerja, dan unit satuan kerja. Nilai-nilai tersebut
kemudian dijadikan sandaran kebenaran. Manusia bebas membangun kubah-kubah kebenarannya
sendiri, yang menyebabkan kebenaran terdistorsi pada tingkat yang paling rendah, mengacu pada
kesepakatan belaka, dan dapat diperjual belikan. Karena setiap manusia dapat menentukan ukuran
kebenarannya sendiri, maka di dunia ini tidak ada kebenaran mutlak sehingga wajar jika Protagoras
memandang bahwa kebenaran bersifat relatif (Mujahid, 2011, 61).
Keempat, intensi merupakan mahkota kajian dalam studi perilaku (Vardi dan Weitz, 2004, 30).
Karenanya, studi ini tidak memperhatikan perilaku yang bersifat insidental. Keakuratan intensi dalam
memprediksi perilaku perlu dipertanyakan, karena intensi muncul bukan tanpa syarat. King (1975)
mengungkap beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan intensi dalam memprediksi perilaku,
yaitu kespesifikan intensi, jarak antara intensi dan realisasi perilaku, dan kesanggupan berperilaku.
Menyentralkan intensi sebagai satu-satunya pembentuk perilaku sama halnya dengan mendudukkan
manusia sebagai muara dan ukuran segala sesuatu yang berarti pula menafikan peran Tuhan.
Kelima, konsep ini dibangun dengan pendekatan kausalitas yang meminjam model deret
matematis untuk menganalisis benda mati kemudian digunakan untuk menghakimi gejala-gejala pada
mahluk berjiwa. Sudah jelas, cara ini tidak dapat mengindera manusia secara utuh karena hanya mampu
memotret sisi lahiriah dan tidak mampu menjangkau unsur psikis dan spirit. Model yang demikian
meletakkan manusia sebagai mahluk yang cacat mental dan spiritual. Maka pendekatan seperti ini tidak
akan mampu mengkaji secara mendalam tentang naluri dan rasa serta hakikat perilaku dengan
bentuknya yang halus dan dalam.
Pada model TPB dan misbehavior memang telah mengukur aspek kognisi dan afeksi yang
tercermin dalam variabel sikap (instrumental force) dan norma subyektif. Namun, konsep afeksi pada
penelitian ini sangat sempit. Kacamata matematis hanya mampu mengindera perilaku dalam skema
prediksi hubungan dan pengaruh, bukan sebab perilaku itu sendiri sehingga kurang sakti untuk
mengubah realitas sosial. Dengan demikian konsep kepatuhan modern tidak memadai untuk memahami
hakikat kepatuhan secara utuh dengan mereduksi dimensi kemanusiaan pada aspek materi (rasio) belaka
dan mengabaikan dimensi psikis (mental) dan spiritual.
WAHABI: LABUHAN METODE PENELITIAN
Paradigma Tauhid
Tauhid adalah pengesaan Allah dalam ibadah. Makna ibadah adalah sebutan yang mencakup
semua apa yang dicintai dan diridlai Allah, baik berupa perkataan atau perbuatan lahir dan batin. Inilah
hakikat Islam yang bermakna penyerahan diri kepada Allah semata, yang disertai dengan kepatuhan
mutlak kepada-Nya, dengan penuh rasa rendah diri dan cinta. Oleh karenanya, tauhid menjadi sumber
nilai kebenaran utama. Uraian ini menjadi sumber rujukan bahwa paradigma tauhid adalah cara pandang
dan cara memaknai bahwa setiap aktivitas manusia dilakukan dalam rangka untuk memurnikan ibadah
dan ketaatan dengan penuh cinta, harap, dan takut kepada-Nya dalam bingkai salafus saleh. Situasi
semacam ini dapat diwujudkan dengan tidak melimitasi ketaatan (kesalehan) hanya pada konteks ibadah
ritual seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, namun pada amalan muamalah yang cakupannya lebih luas,
yakni membangun hubungan kesalehan sosial (sesama manusia), kesalehan alamiah (terhadap alam),
serta kesalehan ilmiah (pengetahuan), termasuk di dalamnya mengembangkan kesalehan berakuntansi
dan mendistribusi harta.
Internalisasi tauhid dalam ilmu sosial bermaksud membebaskan manusia dari thogut, dari tiran,
dari ikatan paksaan lingkungan sosial, ikatan adat, yang semua ini adalah produk dari masyarakat yang
bersifat relatif menuju nilai yang berdimensi keilahian yang abadi. Cara ini dimaksudkan untuk
membebaskan manusia dari pseudo kesadaran dan kepatuhan (kepada selain Tuhan) yang menjanjikan
kebahagiaan semu. Manusia tauhid hanya akan memutlakkan aturan Tuhan sehingga hanya kehendak
dan aturan-Nya yang paling layak dijadikan sumber nilai dan sumber otoritas. Mengacu pada pemikiran
ini, maka secara normatif harusnya setiap tata nilai dan pranata ekonomi, pranata distribusi harta, serta
pranata politik, bersumber dan mengikuti syariat-Nya seperti dicontohkan pada model pranata pada
masa pemerintahan Rasulullah dan para sahabat salaf. Jika pada saat ini banyak ditemui pranata bukan
dari syariat, bahkan membeo dan mengkultuskan pranata sekuler atau atheis, dengan demikian belum
selaras dengan cara pandang tauhid sehingga perlu ditata ulang (diperbarui/jaddada).
Hakikat Diri seorang Musafir, Muhajir, dan Muttabi’12
Substansi dari sub bahasan sebelumnya menganggap penting hakikat diri dalam memahami,
memaknai, dan memperbarui realitasnya, oleh karena itu kajian pada sub bab ini mencoba mendeskripsi
hakikat diri manusia yang berkesadaran tauhid. Wacana ini sebenarnya dalam rangka memenuhi kaidah
ilmu sosial, yang selalu mencantumkan asumsi tentang manusia, dengan harapan dikembangkan
pengetahuan dengan asumsi tersebut. Asumsi tentang hakikat manusia dapat diketahui dari sebuah ayat
(QS.51: 56)13. Ayat ini memberi referensi kuat bahwa jika hakikat tauhid adalah ibadah, itulah sebab
mengapa Tuhan telah menggariskan hakikat tujuan penciptaan manusia, yakni beribadah (menyembah)
pada-Nya. Perintah ibadah tidak lain agar manusia dapat kembali (ruju’) dengan selamat ke sisi-Nya.
Perintah ini menyimpan hakikat bahwa setiap manusia adalah hamba yang berstatus sama, seorang
Abdullah.
Hakikat diri seorang musafir, muhajir, dan muttabi’ memandang bahwa kesadaran dan ketaatan
adalah sebuah proses, tidak pernah berhenti di satu titik, sebuah perjalanan menuju Tuhan. Ini adalah
makna dari ibadah yakni untuk meraih kedekatan sehingga dapat pulang atau kembali (ruju’) ke sisi
Tuhan dengan selamat, tidak lain adalah dengan jalan ketaatan, jalan seorang Muttabi’. Demikian pula
dalam rangka mengembangkan pengetahuan kesadaran dan ketaatan, adalah sebuah upaya (proses)
mengembangkan ketaatan dalam koridor tauhid. Baik akuntansi dan pranatanya dipandang sebagai
12 Istilah ini dapat bersifat khusus dan umum, khusus dalam arti bagi yang menyadari memegang amanah yang sama, umum dalam hal bukan
eksklusif, karena telah dilalui para pendahulunya.
13 “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat 51: 56).
bagian dari rantai tempat singgah (hijrah) untuk ditelaah kembali apakah kesadaran dan ketaatannya
berorientasi sepenuhnya pada Tuhan (bertauhid) atau malah melempar jauh-jauh akuntansi pranatanya
dari kerangka Tauhid. Kekhawatiran ini muncul disebakan oleh maraknya fakta pengakuan bahwa
Tuhan adalah pencipta tunggal, perawat, dan perencana brilian, tapi pada saat yang sama mereka
menolak bahwa Tuhan-lah yang paling berhak mengurusi urusan moral, urusan agama, dan
memutuskan cara yang harus secara hati-hati kita anut dalam hidup (Mujahid dan Oliver, 2010).
Bermuamalah (akuntansi dan distribusi harta) adalah bagian dari memenuhi perintahnya, merupakan
bagian dari proses mencari rahmat Tuhan yang tergelar dalam taat14.
Epistemologi Alim Ulama Mujaddid15
Epistemologi secara arbriter setara dengan cara mengetahui, menyangkut apa yang diyakini
sebagai benar dan cara memperolehnya. Secara konvensional (filsafati), cara memperoleh kebenaran
dilakukan melalui serangkaian proses “belajar” yakni aktivitas intelektual yang berpusat pada pikiran
dengan cara observasi, eksperimen, dan berfilsafat melalui bertanya-mempertanyakan, ragu-
meragukan, curiga-mencurigai, menentang-mempertentangkan, falsifikasi, dan verifikasi. Oleh karena
itu, orang berilmu dalam pandangan konvensional dikenalkan dengan istilah ilmuan.
Islam mengenalkan epistemologi dengan cara berbeda. Para nabi menemukan kebenaran
dengan menerima petunjuk Tuhan dalam bentuk wahyu (kitab) dan hikmah (kebijaksanaan-sunnah).
Maka kita sebagai umat nabi sudah sepantasnya menerima apa yang sudah diwahyukan sebagai syariat
dan sandaran utama kebenaran. Penerimaan ini beralasan, karena hanya dengan menerima dan
menjalankan syariat dengan penghayatan, kita sampai pada hakikat. Jika Tuhan menawarkan syariat
sebagai cahaya petunjuk ke jalan yang terang, karena hanya dengan menjalankan syariat, terjalin ikatan
dengan-Nya. Pada konteks ini, Qur’an diberikan sebagai mukjizat kepada nabi terakhir menemukan
relevansinya.
Epistemologi sebagai upaya menemukan kebenaran dengan cara menerima merujuk pada
Qur’an (28: 56)16. Penggalan firman ini menyiratkan sebuah undangan Ilahiyah untuk memperoleh
petunjuk (ilmu/kebenaran), yang hanya diberi Allah pada yang dikehendaki-Nya dan bagi mereka yang
mau menerimanya. Pemahaman bahwa ilmu adalah pemberian (anugerah) Tuhan, maka manusia adalah
penerima ilmu, dengan cara inilah terjadi interaksi take and give, dari Sang Maha Pemberi Ilmu kepada
mereka yang menyiapkan lokus (hati) untuk menerima petunjuk tersebut. Islam tidak mengintrodusir
orang berilmu sebatas sebagai ilmuan (Fathoni, 2008), tetapi dikenalkan dengan istilah alim (tunggal)
atau ulama (jamak). Beda ilmuan dan alim ulama terletak pada karakternya. Qur’an mengkarakteristik
seorang alim ulama tidak hanya sebagai orang yang berilmu melainkan juga sebagai orang yang takut
(taat/muttabi’) kepada Allah. Dengan ilmu tersebut ia mengenali perintah dan larangan sehingga
14 Pitutur Uwais al-Qarni pada Umar Ibn Khattab dan Ali bin Abi Thalib (Mujtaba dan Romdhon, 2010, 103)
15 Konsep ini diterima secara intuitif 5 Juli 2012, dan rujukannya diperoleh dari situs jejaring sosial, sehari setelah istilah alim ulama diterima
16 “Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk pada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang
Dia kehendaki, dan Dia lebih tahu orang-orang yang mau menerima petunjuk.” (QS. al-Qashash, 28: 56)
membuahkan taat kepada Allah, seperti disinggung dalam QS. Al-Fathir, 28 “Sesungguhnya yang takut
kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama”. Sedangkan istilah mujaddid dinisbahkan
pada orang yang mengupayakan pembaharuan. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep pembaharuan
versi kaum sekuler dan liberal yang menghalalkan pemaknaan nash menggunakan tafsir filsafat
sehingga kebenarannya meleset jauh dari sunnah. Tajdid yang benar dalam pandangan salafus saleh
adalah kembali (ruju’) pada syariat (Qur’an-sunnah) dalam pemahaman salafus saleh.
Tradisi para Nabi yang tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan mewariskan ilmu.
Sedang ulama adalah pewaris para Nabi17, yang menghidupkan Sunnah. Maka, terang benderangnya
ilmu (kebenaran) akan padam dan dunia menjadi gulita dengan kepunahan pewaris ilmu (ulama)
sebagaimana sabda Rasulullah18. Ketika alim ulama tiada dan tidak ada generasi pengganti, maka
manusia akan membangun sandaran kebenarannya sendiri, yaitu kebenaran yang mengabaikan syariat.
Metodologi: Ittiba
Meskipun ada banyak cara dan jalan untuk mendekati kebenaran, namun hanya satu jalan
selamat. Ittiba’ (mengikuti) dipahami sebagai cara mengekspresi ketaatan pada syariat sebagaimana
dipraktikkan oleh salafush saleh. Ittiba’ merupakan manifestasi kecintaan dalam mengikuti perintah-
Nya dan menjauhi larangan-Nya sebagaimana makna ibadah dalam paradigma tauhid. Metode ini
menyaratkan ruju’ (kembali) pada syariat, berafiliasi pada moto Ibn Taimiyah (Mauludi, 2012, 44).
Metode kembali pada Quran dan Sunnah menurut Syaikh Albani pada hakikatnya adalah definisi
mengenai makna ittiba (Sulaim, 2010, 56). Jadi, ittiba’ merupakan derivasi dari epistemologi alim
ulama. Pada tataran epistemologi kita menerima syariat sebagai cara menerima kebenaran. Berikutnya,
menerima saja tidak cukup tapi diharuskan mengaplikasinya dengan mengikuti syariat, yaitu dengan
cara menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang.
Ittiba’ bukanlah hal baru dalam menangkap ilmu. Cara ini, lagi-lagi meminjam ilmu Qur’an
pernah diaplikasi oleh Musa ketika berguru pada Khidir (lihat QS. al-Kahfi 65-82), yaitu dengan cara
mengikutinya bahkan tanpa bertanya, hingga Khidir sendiri menjelaskan hakikatnya. Ittiba’ dalam
kaitannya dengan realitas sosial (akuntansi, zakat, dan pajak) dapat digunakan sebagai sebuah strategi
untuk menera realitas kesadaran dan kepatuhan, dalam tinjauan barometer atau perspektif syariat
(Quran-Sunnah). Pemanfaatan syariat sebagai hujjah untuk mendalili realitas, memprioritaskan
pemahaman dan praktik salafus saleh sebagaimana telah divalidasi oleh Rasulullah. Pola ini diterapkan
dengan beberapa pertimbangan, pertama bahwa syariat Islam telah paripurna dan sempurna19, bahkan
hingga pada adab buang hajat, tidak ditemui kekurangan atau kecacatan, menyeluruh dan mencakup
17 HR. Abu Dawud (3642). Ibn Qayyim menegaskan hadis ini sebagai peringatan pada ulama untuk mendidik umat, seperti seorang ayah
mendidik anaknya (Syamsudin, 2009, 179)
18 HR. Abdullah bin Amru bin Ash ra (Shahih Muslim No. 4828): “Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan cara mencabutnya
begitu saja dari manusia, akan tetapi Allah akan mengambil ilmu dengan cara mencabut (nyawa) para ulama, sehingga ketika Allah tidak
meninggalkan seorang ulama pun, manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh yang apabila ditanya mereka akan
memberikan fatwa tanpa didasarkan ilmu lalu mereka pun sesat serta menyesatkan”.
19 Lihat QS. Al-Maidah 5: 3
segala sesuatu, menyentuh semua lapisan masyarakat dan negara (daulah) (Abdat, 2010, 12). Dengan
demikian tidak membutuhkan hujjah non Islam yang cenderung ateis, sekuler, dan politeis yang
bertentangan dengan tauhid. Kedua, sistem ekonomi Islam termasuk di antaranya mengatur akuntansi
dan distribusi harta bukanlah hal baru, namun telah ditentukan dalilnya.
Metode Wahabi: Muara Pertemuan Kesadaran dan Kepatuhan dalam Timbangan Wahyu
Metode Wahabi sangat mungkin dan dirasa yang paling tepat digunakan untuk mendekati dan
menafsir realitas sosial kaum Wahabi dibanding dengan menggunakan pendekatan lainnya. Artinya,
instrumen diri peneliti yang ‘dekat’ dengan keseharian kehidupan Wahabi memudahkan untuk lebih
menjiwai pemahaman kesadaran dan kepatuhan kaum Wahabi dan dengan demikian dapat
mempermudah penelitian atau biasa disebut dengan rapport. Kedekatan ini bisa saja dipandang sebagai
kekuatan, di mana jarak antara peneliti dan obyek kajian dapat larut, yang dengannya peneliti memiliki
tiket gratis bercengkrama secara intim dengan realitas tersebut, sekaligus dapat pula dipandang sebagai
suatu kelemahan, jika khawatir muncul subyektifitas diri peneliti. Jadi pendekatan ini bukan berperan
sebagai panasea yang mampu mengobati segala macam penyakit, bukan pula obat tanpa efek samping,
hanya saja karena sifatnya yang lokal dan herbal (alami) dianggap yang paling aman di bandingkan jika
harus mengimpor produk asing.
Inti ajaran Wahabi salah satu pilarnya adalah tajdid (pembaharuan) yang menyeru untuk ruju’
(kembali) pada ajaran Qur’an-Sunnah. Inilah yang dimaksud dengan ittiba (mengikuti) Rasulullah,
karena tidak ada ketaatan tanpa ittiba’, tidak ada ittiba’ tanpa mengikuti sunnah. Model pendekatan
seperti ini adalah senafas dengan ajaran (paradigma) tauhid yang sedari awal didengungkan dalam
penelitian ini. Pendekatan Wahabi merupakan derivasi dari paradigma tauhid, epistemologi alim ulama
mujaddid’ dan metodologi ittiba’. Jika ittiba menyaratkan untuk mengamalkan apa yang diperintahkan
dan menjauhi apa yang dilarang, metode Wahabi dengan demikian merupakan upaya aktif untuk
mencari dalil perintah dan larangan, yang kemudian dijadikan timbangan mengukur dan mendalili
realitas sosial.
Labuhan Pertama: Situs Penelitian, Unit Analisis, dan Informan
Situs penelitian ini adalah komunitas Wahabi, dengan perilaku kesadaran dan kepatuhan tokoh
wahabi dalam berakuntansi, berzakat, dan berpajak sebagai unit analisis.  Agar selaras dengan tujuan
penelitian yakni menera kesadaran dan kewajiban berakuntansi, zakat, dan pajak, maka informan yang
dipilih dalam penelitian ini tentulah harus memenuhi kriteria tokoh tulen Wahabi yang berstatus sebagai
wajib zakat sekaligus wajib pajak. Jadi, pemilihan informan dilakukan secara sengaja atau purposive
berpedoman pada kriteria tertentu seperti yang digunakan Bungin (2003, 54-55) yakni subyek telah
lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian,
dengan harapan subyek tidak hanya sekedar tahu dan dapat memberi informasi, tapi juga telah
menghayati secara sungguh-sungguh sebagai dampak dari keterlibatannya yang cukup lama pada
lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan.
Demi kenyamanan dan kerahasiaan informan, maka informan dalam penelitian ini dianonimkan
baik pada level individu maupun dalam basis organisasi. Informan tersebut adalah pertama Musa,
merupakan salah tokoh Wahabi yang terpandang dan disegani, yang berstatus sebagai wajib pajak
sekaligus wajib zakat. Dalam merealisasi aktivitas dan keputusan berakuntansi, berpajak, dan berzakat
beliau di bantu oleh putranya sendiri, yaitu Harun. Informan berikutnya adalah Zulkarnaen, tokoh
Wahabi tulen dari kalangan yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Ketiga informan tersebut
merupakan informan awal dalam pelaksanaan penelitian. Informan dalam proses penelitian kualitatif
dapat berkembang (bertambah atau berkurang) sesuai dengan kebutuhan data untuk kepentingan
analisis.
Labuhan Kedua: Tahapan Penelitian dan Analisis
Pengumpulan data dimulai dengan menilik epifenomena (pantulan/ gejala permukaan). Selain
itu peneliti mencoba menggali riwayat (hidup) informan baik spektrum masa lalu maupun saat ini yang
dianggap penting sebagai basis penentuan keputusan kepatuhan berakuntansi, berpajak, dan berzakat.
Hal ini penting mengingat bahwa kesadaran dan kepatuhan merupakan kondisi bergerak (tidak statis),
yang memungkinkan adanya perubahan berkaitan dengan ruang dan waktu, maka studi riwayat berbasis
data masa lalu kurang memadai.
Wawancara mendalam dilakukan dengan teknik diskusi (tatap muka) mengenai topik
penelitian, tidak terkecuali pula tentang silsilah keluarga, yang dirasa turut berperan dalam membentuk
perilaku kesadaran dan kepatuhan. Teknik ini menyaratkan kemampuan untuk menjadi pendengar yang
baik, tidak terperangkap oleh konsepsinya sendiri, tidak bias dengan anggapan-anggapan, teori, dan
kebijakan yang ada sebelumnya, kepekaan terhadap hasil yang kontradiktif, dan kemampuan untuk
fleksibel, menyiapkan diri dalam memandang setiap situasi baru sebagai peluang dan bukan ancaman.
Proses analisis data dilakukan untuk mencerna bahan dasar data menjadi sajian wacana yang
dapat dinikmati orang lain. Miles dan Huberman (1984) menyarankan tiga macam kegiatan dalam
analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan verifikasi. Data yang diperoleh merupakan
bahan dasar (raw material) untuk menera kesadaran dan kepatuhan dalam berakuntansi, berpajak, dan
berzakat. Hasil teraan tersebut akan menghasilkan model temporer (in progress) yang masih ternoda
dan belum matang. Oleh karenanya perlu difinishing (diperbarui) dengan menggodoknya dalam bejana
salafus saleh (Wahabi) agar menghasilkan model baru kesadaran dan kepatuhan.
Gambar 3: Tahapan Metode Penelitian
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